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ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah unuk |) memahami tahapan pelaksanaan
kebijakan dalam pembangunan jalan tol . 2) mengetahui hambatan dalam pelaksanaan
pengadaan lahan dan upaya yang telah dilakukan pada jalan tol berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif-empiris melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan (stafue aproach). Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Hasil kajian yuridis dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dilapangan berdasarkan Undang-Undang No. 2
Tahun 2012, khususnya dalam kasus Palembang-Indralaya saat ini sudah termasuk efektif.
Namun jika dari segi prosedur belum sepenuhnya melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan tanah itu. Selain itu, terdapat hambatan non-teknis yang ditemui
dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi dikaji dari aspek budaya hukum.

Maka perlu upaya maksimal untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 2
Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, sehingga terdapat
suatu persamaam persepsi mengenai pengertian, makna, tujuan dan prosedur pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, sehingga lebih memudahkan dalam pengadan tanah dan
dalam pelaksaanya cepat terealisasi

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Palindra
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab maka didapat kesimpulan sebaga berikut :
|. Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Palembang — Indralaya ini

dibagi dalam 4tahapan yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan

hasil. Sedangkan pelaksaan ganti rugi terdiri dari intvenstarisasi dan identifikasi.
penetapatan nilai, musyawarah penentepan bentuk kerugian, pemberian ganti kerugian, /

pelepasan hak objek tanah.

2. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2012, khususnya dalam kasus Palembang-Indralaya saat ini
sudah termasuk efektif, walapun masih dalam tahap transisi. Selain itu, hambatan non-
teknis yang ditemui dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi dikaji dari aspek budaya
hukum yakni 1) masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, 2) adanya pihak ketiga atau mafia tanah yang memanfaatkan

Upaya pencapaian kesepakatan tersebut untuk kepentingan bisnis, schingga banyak

erjadi sanggahan terkait kepemilikan tanah.
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Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata
cara pembebasan tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No0.2/1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah
untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.

tuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/ 1985 tentang lata cara pengadaan tanah untu
proyek pembangunan di wilayah kecamatan.
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